
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI OGAN ILIR 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR 
NOMOR 144 TAHUN 2022 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN OGAN ILIR 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN ILIR, 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan 
penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah 
daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, 
Uraian Togas dan Fungsi Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir; 

b. bahwa penataan Susunan Organisasi, Uraian Togas dan 
Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Ogan Ilir telah mendapat persetujuan Gubemur 
Sumatera Selatan melaui surat Nomor 061/0457 /VII/2022 
Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati; 

c. bahwa Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 76 Tahun 2018 
tentang Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi 
serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Ogan Ilir sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan hukum sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian 
Togas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 

1 .  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten 
Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 434 7); 

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
T v O nr,iv t 1 L"  ±cvtav o vu l e  w e  =s t =s o  
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 26/PERMEN-KP/2016 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit 
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 
yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang 
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1327 ) ;  

5 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;  

6 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 525) ; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

8 . Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 
2016 Nomor 12 )  sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1 ) .  

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, 
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  
1 .  Kabupaten adalah Kabupaten Osan Ilir 
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4. Wakil adalah Wakil Bupati Ogan Ilir. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan 

Ilir. 

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disingkat dengan BAPPEDA adalah Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 

1 1.  Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKPD adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Ogan Ilir. 

12.  Daftar Urut Kepangkatan yang selanjutnya disingkat dengan 
DUK adalah Daftar Urut Kepangkatan Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah. 

BAB II 
KEDUDUKAN 

Pasal 2 

( 1 )  BAPPEDA merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten di bidang 
perencanaan. 

(2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretariat Daerah. 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 3 

(1 )  Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah terdiri dari : 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, membawahi: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah; 

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 
e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 
f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan 
1 1 - - ­  



4 

BAB IV 
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 
Badan 

Pasal 4 

BAPPEDA dipimpin oleh Kepala Badan mempunyai tugas 
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di 
bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah 
Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 
Daerah Kabupaten. 

Pasal 5 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan 

pembangunan daerah; 
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah; 
c. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan 
daerah; 

d. penyusunan rencana program di bidang perencanaan 
pembangunan daerah; 

e. penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah 
dalam jangka panjang dan jangka menengah serta tahunan; 

f. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah 
dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pelaku 
pembangunan; 

g. pelaksanaan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan 
evaluasi pembangunan daerah secara makro; 

h. pelaksanaan fasilitasi dan pertanggungjawaban terhadap 
kajian teknis / rekomendasi perizinan dan / a tau perizinan di 
bidang perencanaan pembangunan daerah; 

i. pengelolaan urusan kesekretariatan Bappeda; 
j .  pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan 

daerah; 
k. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan 

pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas Bappeda; dan 

1. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 6 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai 
tugas merencanakan, mengkoordinasikan, 
mensinkronisasikan, membina, mengawasi, dan 
mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 
fungsi Sekretariat dan seluruh bidang. 

Pasal 7 
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b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan 
anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan 
pembangunan daerah pada Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah; 

d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, 
arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah; 

e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan 

negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

g. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan 
penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan 
daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; 
dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepada kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

Pasal 8 

( 1 )  Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tu gas :  

a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian 
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan 
administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk 
kelancaran tugas unit; 

c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi 
untuk optimalisasi pelaksanaan tugas rutin; 

d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan 
untuk kelancaran tugas unit; 

e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk 
pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi 
kepegawaian; 

f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui 
DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi 
kepegawaian; 

g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik 
lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih 
lanjut; 

h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala 
subbagian melalui rapat/pertemuan untuk menyatukan 
pendapat; 

1. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
se bagai bahan evaluasi; dan 

j .  melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :  

a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai 
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

b. melaksannkan nenoelalaan adminietraei laonoo 
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c. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik 
lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih 
lanjut; 

d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan; 

e. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan 
Badan; 

f. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan 
Badan;dan 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian 
kinerja Subbagian Keuangan. 

Bagian Ketiga 
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI 

PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 9 

Bi dang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas BAPPEDA di bidang perencanaan, 
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. 

Pasal 10 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, melaksanakan fungsi: 

a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan 
pendanaan pembangunan daerah; 

b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan; 
c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi 

pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah; 
d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program 

pembangunan di daerah; 
e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, 

pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan 
daerah; 

f. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan 
kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah; 

g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan 
pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana 
pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan 
daerah; 

h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi 
dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian 
tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan 
kebijakan pembangunan daerah; 

i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah 
berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan 
pembangunan; 

j .  menyajikan dan mengamankan 
pembangunan daerah; 

k. melakukan pengamanan data melalui 
elektronik sebagai bahan dokumentasi; 

[. Denvusunan evalasi dan nelnoron nrnorom don lwaaiotom 

data informasi 

bahan cetak dan 
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n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan 
pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; 
dan 

o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan 
program pembangunan daerah. 

Bagian Keempat 
BIDANG PEMERINTAHAN dan PEMBANGUNAN MANUSIA 

Pasal 1 1  

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin 
oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA di bidang 
pemerintahan dan pembangunan manusia. 

Pasal 12 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 1 ,  Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia mempunyai fungsi: 

a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD); 

b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis 
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; 

c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, 
RPJMD, dan RKPD); 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan 
DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD; 

e .  mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan 
DPRD terkait APBD; 

f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 
perangkat daerah; 

g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan 
harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di kabupaten; 

h. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat 
dan provinsi untuk prioritas nasional; 

i. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama 
kerjasama antar daerah; dan 

j .  mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada 
perangkat daerah. 

Bagian Kellina 
BIDANG PEREKONOMIAN dan SDA 

Pasal 13 

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas BAPPEDA di bidang perekonomian dan 
sumber daya alam. 

Pasal 14 
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a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD); 

b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis 
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; 

c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, 
RPJMD, dan RKPD); 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan 
DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD; 

e. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan 
DPRD terkait APBD; 

f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 
perangkat daerah kabupaten/kota; 

g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan 
harmonisasi kegiatan Kementrian/Lembaga dan Provinsi di 
Kabupaten; 

h. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat 
dan provinsi untuk prioritas nasional; 

i. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama 
kerjasama antar daerah; dan 

j .  mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada 
perangkat daerah. 

Bagian Keenam 
BIDANG INFRASTRUKTUR dan KEWILAYAHAN 

Pasal 15 

Bidang lnfrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang 
Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas BAPPEDA di bidang infrastruktur dan kewilayahan. 

Pasal 16 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15,  Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan melaksanakan fungsi: 

a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD); 

b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis 
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; 

c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, 
RPJMD, dan RKPD); 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakat dengan DPRD 
terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD; 

e. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan 
DPRD terkait APBD; 

f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 
perangkat daerah; 

g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan 
harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi 
di Kabupaten; 

h. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat 
dan provinsi untuk prioritas nasional; 

i. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama 
kerjasama antar daerah; dan 

j .  mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada 
perangkat daerah. 
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BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 17 

(1 )  Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing­ 
masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga 
fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional 
sesuai dengan bidang keahliannya. 

(3) Selain kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang 
dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pada masing­ 
masing pengelompokan uraian fungsi. 

(4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
melaksanakan tugas membantu koordinator dalam 
penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan 
dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok jabatan 
fungsional dan masing-masing pengelompokan uraian 
fungsi. 

(5) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas 
usulan pejabat yang berwenang. 

(6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub­ 
Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 
(4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB VI 
TATA KERJA 

Pasal 18 

(  1 )  Dalam melaksanakan tu gas dan fungsinya Kepala Badan dan 
pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan 
Kabupaten menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun antara 
perangkat daerah serta instansi lainnya. 

(2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab 
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta 
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas. 

(3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan 
Badan Kabupaten bertanggung jawab kepada atasannya 
masing-masing secara berjenjang. 

(4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas 
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
bawahannya. 

BAB VII 
KEPEGAW AIAN 

Pasal 19 

( 1 )  Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. 
« . «  
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(3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan 
sebagaimana dimaksud ayat ( 1 )  dan ayat (2) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Kepala Badan merupakan jabatan eselon Il.b atau jabatan 
pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Badan merupakan 
Jabatan eselon III/ a dan Kepala Bidang merupakan jabatan 
eselon III/b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian 
dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan eselon IV.a atau 
jabatan pengawas. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Nomor 44 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian 
Togas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Ogan Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 1  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 

Ditetapkan 
pada t , e ruari 2022 

\B 

Diundangkan di Indralaya 
pada tanggal, S {0ti 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN OGAN ILIR, 

4° 
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR.!! 
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(3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan 
sebagaimana dimaksud ayat (1 )  dan ayat (2) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Kepala Badan merupakan jabatan eselon 11.b atau jabatan 
pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Badan merupakan 
Jabatan eselon III/ a dan Kepala Bidang merupakan jabatan 
eselon 111/b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian 
dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan eselon IV.a atau 
jabatan pengawas. 

BAB VIII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 20 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Nomor 44 Tahun 2 0 1 9  tentang Susunan Organisasi, Uraian 
Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Ogan Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 1  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 

Ditetapkan di Indralaya 
pada tanggal, Tb0Nu 2022 

BUPATI OGAN ILIR, 

d.t.o 

PANCA WIJAYA AKBAR 

Diundangkan di Indralaya 
pada tanggal, 2S a 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN OGAN ILIR, 

d.t.o 

MUHSIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR.'1 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR, 

ROSIDI, M.Hum 



- 


